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This study analyzes the harmonization of Islamic accounting standards with Sharia principles in
strengthening the transparency of modern financial reporting. The discussion integrates conceptual
analysis, empirical evidence from prior studies, and insights drawn from official regulatory and
industry reports. The findings show that differences between IFRS and AAOIFI, particularly in
recognition, measurement, and disclosure, have significant implications for transparency and
comparability. Harmonization supported by strong Sharia governance improves reporting quality,
limits earnings management, and enhances ethical accountability. Official reports further confirm
that institutions adopting a balanced integration of global standards and Sharia-based guidelines
demonstrate more credible financial information, better risk disclosure, and stronger public trust.
The study highlights that harmonization is not merely a technical alignment but an institutional and
normative process that connects global financial practices with Islamic values. This integration
reinforces the role of financial reporting as a tool of accountability, sustainability, and legitimacy
in the contemporary Islamic financial system.
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Akbstrak

Studi ini menganalisis harmonisasi standar akuntansi Islam dengan prinsip-prinsip Syariah dalam
memperkuat transparansi pelaporan keuangan modern. Pembahasan ini menggabungkan analisis
konseptual, bukti empiris dari studi sebelumnya, dan wawasan yang diambil dari laporan regulasi
resmi dan industri. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan antara IFRS dan AAOIFI, terutama
dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, memiliki implikasi signifikan terhadap
transparansi dan keterbandingan. Harmonisasi yang didukung oleh tata kelola Syariah yang kuat
meningkatkan kualitas pelaporan, membatasi manajemen laba, dan memperkuat akuntabilitas etis.
Laporan resmi lebih lanjut menegaskan bahwa lembaga yang mengadopsi integrasi seimbang antara
standar global dan pedoman berbasis Syariah menunjukkan informasi keuangan yang lebih
kredibel, pengungkapan risiko yang lebih baik, dan kepercayaan publik yang lebih kuat. Studi ini
menyoroti bahwa harmonisasi bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan proses institusional
dan normatif yang menghubungkan praktik keuangan global dengan nilai-nilai Islam. Integrasi ini
memperkuat peran pelaporan keuangan sebagai alat akuntabilitas, keberlanjutan, dan legitimasi
dalam sistem keuangan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Akuntansi Islam, Prinsip Syariah, IFRS, AAOIFI, transparansi keuangan.
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PENDAHULUAN

Perkembangan pelaporan keuangan modern menghadirkan tuntutan transparansi dan
akuntabilitas yang semakin kompleks, khususnya bagi lembaga keuangan syariah yang berada di
persimpangan antara standar internasional dan prinsip syariah. Standar akuntansi internasional seperti
IFRS menawarkan kerangka pelaporan yang mapan dan diterima secara global, sementara standar
AAOIFI dirancang untuk menjaga kepatuhan substantif terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik
akuntansi. Ketegangan konseptual dan teknis antara kedua standar ini telah lama menjadi perhatian
akademik dan praktisi karena berimplikasi langsung pada kualitas informasi keuangan. Kajian kritis
terhadap perlakuan akuntansi murabahah menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan pengakuan dan
pengukuran dapat memengaruhi representasi ekonomi transaksi syariah dalam laporan keuangan
(Ahmed, Sabirzyanov, & Rosman, 2016).

Isu harmonisasi semakin relevan ketika lembaga keuangan syariah beroperasi lintas yurisdiksi
dengan kewajiban kepatuhan terhadap berbagai rezim regulasi. Perbedaan tingkat pengungkapan antara
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IFRS dan AAOIFI tidak hanya menciptakan variasi dalam praktik pelaporan, tetapi juga berpotensi
menurunkan keterbandingan laporan keuangan antarentitas. Studi komparatif mengenai kepatuhan
pengungkapan menegaskan bahwa ketidakselarasan standar dapat berdampak pada persepsi pemangku
kepentingan terhadap transparansi dan kredibilitas informasi keuangan syariah. Kondisi ini menegaskan
perlunya pendekatan harmonisasi yang tidak sekadar teknis, tetapi juga mempertimbangkan substansi
etis dan syariah (Ajili & Bouri, 2017).

Pada tingkat normatif dan yuridis, upaya menyelaraskan IFRS dan AAOIFI menghadapi
tantangan yang melibatkan aspek hukum, kelembagaan, dan interpretasi prinsip syariah. Harmonisasi
tidak dapat dipahami sebagai proses adopsi sepihak, melainkan sebagai dialog standar yang
mempertimbangkan kebutuhan pasar global dan karakteristik khusus keuangan syariah. Analisis hukum
dan akuntansi menunjukkan bahwa pendekatan hibrida dapat menjadi solusi untuk memperkuat
konsistensi pelaporan tanpa mengorbankan kepatuhan syariah. Kerangka ini menjadi semakin penting
bagi institusi keuangan syariah lintas negara yang harus menjaga legitimasi regulatif sekaligus
kepercayaan pasar (Al-Mansoori, Al-Sabah, & Andi, 2025).

Dalam konteks Indonesia, dinamika penerapan standar akuntansi syariah menunjukkan realitas
yang lebih pragmatis di tingkat praktik. Perspektif praktisi perbankan syariah mengungkapkan adanya
kebutuhan akan standar yang adaptif terhadap regulasi nasional sekaligus selaras dengan praktik
internasional. Tantangan implementasi sering kali muncul pada aspek interpretasi transaksi dan
konsistensi pengungkapan, yang berpengaruh langsung pada kualitas laporan keuangan. Pengalaman
ini memperlihatkan bahwa harmonisasi standar bukan sekadar isu konseptual, melainkan persoalan
operasional yang memerlukan panduan yang jelas dan aplikatif (Amri & Rahmawati, 2025).

Kualitas pelaporan keuangan syariah juga berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan yang
berlandaskan nilai-nilai Islam. Pelaporan terintegrasi yang didukung oleh Islamic Corporate
Governance terbukti mampu meningkatkan kualitas informasi dan memperkuat akuntabilitas kepada
pemangku kepentingan. Integrasi nilai etika, kepatuhan syariah, dan praktik pelaporan modern
menciptakan kerangka transparansi yang lebih komprehensif. Hubungan ini menunjukkan bahwa
harmonisasi standar akuntansi tidak dapat dipisahkan dari penguatan tata kelola dan komitmen etis
institusi (Arinta & Ashari, 2022).

Adopsi standar AAOIFI oleh bank syariah juga membawa konsekuensi mikroekonomi yang
signifikan, khususnya dalam struktur biaya, proses pelaporan, dan pengambilan keputusan manajerial.
Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan standar syariah yang lebih ketat dapat memengaruhi
perilaku institusi dalam menyajikan informasi keuangan. Dampak ini tidak selalu bersifat negatif,
karena dalam banyak kasus justru meningkatkan disiplin pelaporan dan kejelasan informasi.
Pemahaman atas konsekuensi tersebut penting untuk menilai sejauh mana harmonisasi standar dapat
memperkuat transparansi tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional (El-Halaby, 2023).

Aspek kualitas laba dan manajemen laba menjadi perhatian lain dalam diskursus harmonisasi
standar akuntansi syariah. Bukti empiris menunjukkan bahwa adopsi AAOIFI berhubungan dengan
penurunan praktik manajemen laba pada bank syariah, yang mengindikasikan peningkatan integritas
pelaporan keuangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keselarasan standar dengan prinsip
syariah memiliki implikasi positif terhadap keandalan informasi. Transparansi yang lebih baik pada
akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah (El-Halaby,
Hussainey, & Soliman, 2020).

Dimensi transparansi juga tercermin dalam praktik pembentukan cadangan kerugian pembiayaan
dan penilaian bank, yang menunjukkan perbedaan karakteristik antara bank syariah dan konvensional.
Disersi kebijakan akuntansi membuka ruang diskresi yang dapat memengaruhi valuasi dan persepsi
risiko, sehingga standar yang harmonis menjadi krusial untuk membatasi asimetri informasi. Di sisi
lain, identitas etis bank syariah yang dikomunikasikan melalui laporan tahunan memainkan peran
penting dalam membangun kepercayaan publik. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa
harmonisasi standar akuntansi syariah dengan prinsip syariah merupakan fondasi strategis untuk
memperkuat transparansi pelaporan keuangan modern secara berkelanjutan (Elnahass, 1zzeldin, &
Abdelsalam, 2018; Haniffa & Hudaib, 2007).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis konseptual dan
komparatif untuk mengkaji harmonisasi standar akuntansi syariah dengan prinsip syariah dalam
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pelaporan keuangan modern. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap standar IFRS, standar
AAOIFI, serta literatur akademik dan empiris yang relevan dengan praktik akuntansi dan pelaporan
keuangan syariah. Teknik analisis dilakukan dengan membandingkan aspek pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan pada kedua standar, kemudian dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip syariah dan kebutuhan transparansi. Hasil analisis disintesis secara sistematis untuk
merumuskan implikasi teoretis dan praktis harmonisasi standar dalam memperkuat kualitas dan
kredibilitas pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Harmonisasi IFRS dan AAOIFI dalam Kerangka Prinsip Syariah

Harmonisasi standar akuntansi syariah berangkat dari kebutuhan untuk menjembatani praktik
pelaporan keuangan global dengan nilai-nilai normatif Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan
akuntabilitas. [FRS berkembang sebagai standar berbasis prinsip ekonomi modern yang menekankan
relevansi dan faithful representation, sementara AAOIFI dibangun di atas fondasi fikih muamalah yang
mengatur substansi transaksi syariah secara rinci. Perbedaan orientasi ini menciptakan ruang
interpretasi yang luas dalam pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan syariah. Ketegangan
konseptual tersebut telah lama menjadi perhatian dalam literatur akuntansi Islam karena berdampak
langsung pada transparansi laporan keuangan (Ahmed et al., 2016; Sarea & Hanefah, 2013; Salman,
2022).

Pada tataran praktis, perbedaan antara IFRS dan AAOIFI paling nyata terlihat pada perlakuan
kontrak pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil. IFRS cenderung memandang transaksi dari sudut
pandang substansi ekonomi, sedangkan AAOIFI menekankan kesesuaian akad dengan prinsip syariah
sejak tahap perancangan hingga pelaporan. Analisis terhadap kontrak murabahah menunjukkan bahwa
perbedaan waktu pengakuan laba dan metode pengukuran dapat memengaruhi persepsi kinerja
keuangan lembaga syariah. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pengguna laporan keuangan yang
membutuhkan informasi yang konsisten dan dapat dibandingkan (Ahmed et al., 2016; Sori & Tuychiev,
2025).

Aspek pengungkapan menjadi dimensi krusial lain dalam diskursus harmonisasi standar. Studi
komparatif menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan berbasis AAOIFI dan IFRS masih
menunjukkan variasi yang signifikan antarnegara dan antarbank. [FRS menuntut pengungkapan yang
luas terkait risiko dan estimasi akuntansi, ssmentara AAOIFI menambahkan dimensi kepatuhan syariah
dan peran dewan pengawas syariah. Variasi ini memengaruhi tingkat transparansi dan kepercayaan
pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan syariah (Ajili & Bouri, 2017; Islam & Sadekin,
2020).

Kebutuhan harmonisasi semakin menguat seiring meningkatnya aktivitas lintas batas lembaga
keuangan syariah. Institusi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dihadapkan pada tuntutan kepatuhan
terhadap IFRS sekaligus ekspektasi kepatuhan syariah berbasis AAOIFI. Analisis hukum dan akuntansi
menunjukkan bahwa ketidaksinkronan standar dapat menimbulkan risiko regulasi dan reputasi.
Harmonisasi dipandang sebagai strategi untuk menjaga konsistensi pelaporan tanpa mengaburkan
karakter syariah dari transaksi keuangan (Al-Mansoori et al., 2025; Wani & Dar, 2022).

Dalam praktik nasional, khususnya di Indonesia dan Malaysia, penerapan standar akuntansi
syariah menunjukkan pendekatan yang adaptif. Praktisi perbankan syariah menilai bahwa harmonisasi
diperlukan agar laporan keuangan tetap relevan bagi investor global sekaligus dapat
dipertanggungjawabkan secara syariah. Tantangan utama terletak pada penerjemahan prinsip syariah
ke dalam kebijakan akuntansi yang operasional dan konsisten. Pengalaman ini menegaskan bahwa
harmonisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga institusional dan kultural (Amri & Rahmawati, 2025;
Mohammed et al., 2015).

Berbagai penelitian empiris dan laporan resmi lembaga internasional menunjukkan adanya
kecenderungan peningkatan adopsi parsial AAOIFI oleh bank syariah yang juga menggunakan IFRS
sebagai kerangka utama. Data ini memperlihatkan pola harmonisasi bertahap yang menyesuaikan
dengan lingkungan regulasi dan tingkat kematangan industri. Informasi berikut merangkum temuan
utama dari laporan resmi dan penelitian terdahulu terkait tingkat adopsi dan dampaknya terhadap
transparansi pelaporan:
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Tabel 1. Perbandingan Penerapan IFRS dan AAOIFI dalam Pelaporan Keuangan
Syariah

Aspek Harmonisasi Temuan Utama Sumber
Perbedaan waktu pengakuan
laba antara IFRS dan AAOIFI
memengaruhi transparansi
kinerja
Bank yang mengadopsi
AAOIFI menunjukkan
pengungkapan syariah lebih
luas
Adopsi AAOIFI berkorelasi
Manajemen Laba dengan penurunan praktik El-Halaby et al. (2020)

earnings management
Penguatan peran DPS
Tata Kelola Syariah meningkatkan kualitas Muhfiatun et al. (2024)
pelaporan

Pengakuan Murabahah Ahmed et al. (2016)

Kepatuhan Pengungkapan Ajili & Bouri (2017)

Data tersebut memperlihatkan bahwa harmonisasi standar memiliki implikasi langsung terhadap
kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bank yang mampu mengintegrasikan prinsip
IFRS dan AAOIFI secara seimbang cenderung menunjukkan kualitas pelaporan yang lebih baik.
Transparansi tidak hanya tercermin pada angka keuangan, tetapi juga pada kejelasan informasi
kepatuhan syariah. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa harmonisasi merupakan kebutuhan
strategis bagi industri keuangan syariah modern (El-Halaby, 2023; Uula & Azzam, 2024).

Dimensi etika dan identitas syariah juga tidak dapat dipisahkan dari pembahasan harmonisasi
standar. Laporan tahunan bank syariah berfungsi sebagai media komunikasi nilai-nilai etis kepada
publik. Ketika standar akuntansi mampu mengakomodasi dimensi etika dan sosial, transparansi
pelaporan menjadi lebih bermakna bagi pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa
komunikasi etis yang konsisten meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap institusi keuangan
syariah (Haniffa & Hudaib, 2007; Maali et al., 2006).

Harmonisasi standar juga berkaitan erat dengan praktik pelaporan sosial dan keberlanjutan.
Standar yang selaras dengan prinsip syariah mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial dan
keberlanjutan sebagai bagian integral dari akuntabilitas. Penelitian pada bank syariah di negara
berkembang menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan sosial meningkat ketika kerangka akuntansi
mendukung nilai-nilai Islam. Hal ini memperluas makna transparansi dari sekadar kepatuhan teknis
menjadi komitmen sosial yang nyata (Riduwan et al., 2020; Putri & Mardian, 2020; Nilasakti &
Falikhatun, 2020).

Dinamika harmonisasi IFRS dan AAOIFI mencerminkan proses adaptasi berkelanjutan antara
tuntutan global dan prinsip syariah. Harmonisasi yang efektif tidak menghapus perbedaan karakter
standar, melainkan menyelaraskan tujuan pelaporan agar tetap informatif, adil, dan dapat dipercaya.
Temuan-temuan terdahulu menunjukkan bahwa upaya ini berkontribusi positif terhadap transparansi
pelaporan keuangan modern. Substansi ini menjadi fondasi penting untuk membahas implikasi
harmonisasi terhadap tata kelola, kualitas laba, dan keberlanjutan pada sub bahasan berikutnya.

Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah, Tata Kelola, dan Kualitas Transparansi Pelaporan

Harmonisasi standar akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari kerangka tata kelola yang
mengatur bagaimana prinsip syariah diinternalisasi dalam praktik pelaporan keuangan. Tata kelola
syariah berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa standar akuntansi diterapkan
secara konsisten dengan nilai-nilai Islam. Integrasi IFRS dan AAOIFI membutuhkan dukungan struktur
kelembagaan yang kuat agar transparansi tidak berhenti pada kepatuhan formal. Literatur menunjukkan
bahwa kualitas tata kelola menjadi penentu utama efektivitas harmonisasi standar dalam meningkatkan
kepercayaan publik (Haniffa & Hudaib, 2007; Wani & Dar, 2022).
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Peran dewan pengawas syariah menjadi sentral dalam menjembatani prinsip akuntansi modern
dan ketentuan syariah. Dewan ini tidak hanya menilai kepatuhan akad, tetapi juga memengaruhi
kebijakan pengungkapan dan komunikasi informasi keuangan. Ketika harmonisasi standar berjalan
tanpa pengawasan syariah yang memadai, risiko penyimpangan substansi syariah dalam pelaporan
menjadi lebih besar. Penelitian pada bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan peran
dewan pengawas syariah berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan dan transparansi
(Mubhfiatun et al., 2024; Puspitasari & Kasri, 2023).

Kualitas transparansi juga berkaitan dengan sejauh mana standar akuntansi mampu membatasi
ruang diskresi manajerial. [FRS memberikan fleksibilitas berbasis prinsip yang dapat meningkatkan
relevansi informasi, tetapi juga membuka peluang manipulasi jika tidak diimbangi dengan nilai etis
yang kuat. AAOIFI menawarkan batasan syariah yang lebih ketat pada transaksi tertentu, sehingga
berpotensi menekan praktik oportunistik. Kombinasi kedua standar melalui harmonisasi dipandang
mampu menciptakan keseimbangan antara relevansi dan keandalan informasi (El-Halaby et al., 2020;
Elnahass et al., 2018).

Dimensi tata kelola yang kuat tercermin dalam hubungan antara harmonisasi standar dan kualitas
laba yang dilaporkan. Studi empiris menunjukkan bahwa bank syariah yang mengadopsi standar
AAOIFI cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan
bahwa prinsip syariah berfungsi sebagai mekanisme disiplin yang melengkapi standar akuntansi
berbasis IFRS. Transparansi pelaporan menjadi lebih substansial karena angka keuangan lebih
merepresentasikan kondisi ekonomi yang sebenarnya (El-Halaby et al., 2020; Ahmed et al., 2016).

Pengaruh harmonisasi terhadap tata kelola juga terlihat pada praktik pengungkapan risiko dan
estimasi akuntansi. [IFRS mendorong pengungkapan risiko yang komprehensif, sementara AAOIFI
menambahkan kewajiban pengungkapan kepatuhan syariah. Integrasi kedua pendekatan ini
memperkaya informasi yang tersedia bagi pemangku kepentingan. Transparansi yang lebih luas
membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai risiko, kinerja, dan integritas syariah lembaga
keuangan (Ajili & Bouri, 2017; Islam & Sadekin, 2020).

Berbagai laporan resmi dan penelitian terdahulu memberikan bukti empiris mengenai hubungan
harmonisasi standar, tata kelola, dan transparansi. Data berikut merangkum temuan utama yang
menunjukkan bagaimana penguatan tata kelola syariah dan adopsi standar memengaruhi kualitas
pelaporan keuangan. Informasi ini menjadi dasar empiris untuk menilai efektivitas harmonisasi dalam
praktik industri keuangan syariah:

Tabel 2. Hubungan Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah, Tata Kelola, dan
Transparansi Pelaporan

Aspek Tata Kelolz.l dan Indikator Empiris Sumber
Transparansi

Peran Dewan Peneawas Peningkatan kualitas

L Leng pengungkapan kepatuhan Mubhfiatun et al. (2024)
Syariah .
syariah
Penurunan discretionary

Manajemen Laba accruals pada bank yang El-Halaby et al. (2020)

mengadopsi AAOIFI

Pengungkapan risiko lebih
Pengungkapan Risiko komprehensif pada bank yang Ajili & Bouri (2017)

menerapkan IFRS dan AAOIFI
Hubungan positif dengan

Tata Kelola Syariah kinerja keberlanjutan

Puspitasari & Kasri (2023)

Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi standar yang didukung tata kelola
syariah yang kuat berkontribusi pada transparansi pelaporan yang lebih tinggi. Transparansi tidak hanya
tercermin dari kelengkapan informasi, tetapi juga dari kualitas dan integritas data yang disajikan.
Pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja, risiko, dan
kepatuhan syariah. Hal ini memperkuat fungsi laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas dan
pengambilan keputusan (Maali et al., 2006; Arinta & Ashari, 2022).
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Keterkaitan antara harmonisasi standar dan pelaporan terintegrasi juga menjadi perhatian
penting. Pelaporan terintegrasi memungkinkan penyajian informasi keuangan, tata kelola, dan
keberlanjutan dalam satu kerangka yang koheren. Prinsip syariah mendorong akuntabilitas yang tidak
terbatas pada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat luas. Harmonisasi standar memberikan
fondasi teknis bagi pelaporan terintegrasi yang lebih transparan dan bernilai tambah (Arinta & Ashari,
2022; Nilasakti & Falikhatun, 2020).

Aspek pelaporan sosial dan keberlanjutan semakin menegaskan peran tata kelola dalam
harmonisasi standar. Bank syariah diharapkan mengungkapkan tanggung jawab sosial sebagai
manifestasi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Standar akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah
mendorong pengungkapan sosial yang lebih sistematis dan dapat dibandingkan. Penelitian
menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan standar berkontribusi pada peningkatan kualitas Islamic
Social Reporting (Riduwan et al., 2020; Putri & Mardian, 2020).

Secara konseptual, harmonisasi standar akuntansi syariah dan penguatan tata kelola membentuk
hubungan yang saling memperkuat. Standar yang selaras menyediakan kerangka teknis, sementara tata
kelola syariah memastikan penerapan yang konsisten dan beretika. Transparansi pelaporan keuangan
modern muncul sebagai hasil dari interaksi kedua elemen tersebut. Landasan ini menjadi penting untuk
memahami bagaimana harmonisasi standar berdampak pada keberlanjutan, digitalisasi, dan
pengembangan pelaporan keuangan syariah pada pembahasan selanjutnya.

Harmonisasi Standar, Laporan Resmi, dan Penguatan Transparansi Pelaporan Keuangan
Modern

Harmonisasi standar akuntansi syariah memperoleh relevansi yang semakin kuat ketika dikaitkan
dengan temuan dalam laporan resmi otoritas dan lembaga internasional. Laporan regulator keuangan
dan badan standar menunjukkan bahwa transparansi pelaporan menjadi indikator utama stabilitas dan
kepercayaan sistem keuangan syariah. IFRS diakui sebagai standar global yang meningkatkan
keterbandingan lintas negara, sementara AAOIFI diposisikan sebagai rujukan normatif untuk
memastikan kepatuhan syariah. Interaksi kedua standar ini tercermin secara nyata dalam laporan resmi
industri yang menyoroti kebutuhan keseimbangan antara integrasi global dan identitas syariah (Sarea
& Hanefah, 2013; Al-Mansoori et al., 2025).

Laporan tahunan lembaga keuangan syariah yang dirilis secara resmi memperlihatkan variasi
pendekatan dalam menerapkan harmonisasi standar. Beberapa institusi mengadopsi IFRS sebagai
kerangka utama dengan penyesuaian berbasis AAOIFI pada transaksi tertentu. Pendekatan ini bertujuan
menjaga keterbandingan laporan keuangan sekaligus mempertahankan legitimasi syariah di mata
pemangku kepentingan. Pola tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya
fleksibilitas terarah dalam harmonisasi standar (Ahmed et al., 2016; Sori & Tuychiev, 2025).

Dari sudut pandang regulator, transparansi pelaporan dipandang sebagai sarana mitigasi risiko
dan perlindungan pemangku kepentingan. Laporan pengawasan perbankan syariah menekankan
pentingnya pengungkapan risiko pembiayaan, kualitas aset, dan kepatuhan syariah secara konsisten.
IFRS menyediakan kerangka pengungkapan risiko yang komprehensif, sementara AAOIFI
memperkuat dimensi kepatuhan akad dan pengawasan syariah. Integrasi keduanya memperluas
cakupan transparansi yang dilaporkan secara resmi oleh industri (Ajili & Bouri, 2017; Elnahass et al.,
2018).

Laporan resmi juga menunjukkan bahwa harmonisasi standar berpengaruh pada kualitas laba dan
stabilitas keuangan. Data pengawasan industri perbankan syariah mengindikasikan bahwa bank dengan
penerapan standar syariah yang lebih ketat menunjukkan volatilitas laba yang lebih terkendali. Temuan
ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa adopsi AAOIFI berkorelasi dengan penurunan
praktik manajemen laba. Transparansi pelaporan menjadi lebih kredibel karena angka keuangan
mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis (El-Halaby et al., 2020; El-Halaby, 2023).

Dimensi sosial dan keberlanjutan juga mendapat sorotan dalam laporan resmi industri keuangan
syariah. Banyak laporan keberlanjutan bank syariah menempatkan pelaporan sosial dan etika sebagai
bagian dari akuntabilitas publik. Standar akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah memfasilitasi
pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih sistematis. Hal ini memperluas makna transparansi
dari sekadar kepatuhan angka menuju komunikasi nilai dan dampak sosial (Maali et al., 2006; Riduwan
et al., 2020).
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Sejumlah laporan resmi dan ringkasan statistik industri yang dipublikasikan oleh regulator dan
badan standar internasional memperkuat temuan akademik terkait harmonisasi standar. Data berikut
merangkum indikator utama transparansi pelaporan berdasarkan laporan resmi dan penelitian terdahulu
yang sering dijadikan rujukan kebijakan. Informasi ini menunjukkan keterkaitan antara penerapan
standar, tata kelola, dan kualitas pelaporan keuangan syariah:

Tabel 3. Indikator Transparansi Pelaporan Keuangan Syariah Berdasarkan Laporan
Resmi dan Penelitian Terdahulu

Indikator Transparansi Temuan dari Laporan Resmi Dukungan Penelitian
Kepatuhan Standar cel?c?:rll(l;yigzllll lnllfrisﬂislg?lgils Al-Mansoori et al. (2025); Sori
p g Mengg & Tuychiev (2025)

dengan referensi AAOIFI
Stabilitas laba lebih tinggi pada
Kualitas Laba bank dengan penerapan
AAOIFI
Regulator menuntut
pengungkapan risiko dan Ajili & Bouri (2017); Elnahass

El-Halaby et al. (2020); El-
Halaby (2023)

Pengungkapan Risiko

kepatuhan syariah yang lebih et al. (2018)
rinci
Laporan resmi menyoroti . 5
Pelaporan Sosial peningkatan Islamic Social Maali et al. (2006); Riduwan et

Reporting al. (2020)

Data tersebut memperlihatkan bahwa laporan resmi tidak hanya berfungsi sebagai alat
pengawasan, tetapi juga sebagai cerminan efektivitas harmonisasi standar. Transparansi pelaporan
meningkat ketika standar akuntansi dan prinsip syariah diterjemahkan secara konsisten dalam praktik.
Informasi yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya oleh investor, regulator, dan masyarakat luas.
Kondisi ini memperkuat posisi laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas publik (Haniffa &
Hudaib, 2007; Arinta & Ashari, 2022).

Perkembangan digitalisasi pelaporan keuangan juga tercermin dalam laporan resmi industri
keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi dan data besar mendorong kebutuhan akan standar yang lebih
selaras dan mudah diintegrasikan. Harmonisasi IFRS dan AAOIFI menyediakan kerangka yang relatif
stabil untuk mendukung transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip syariah. Penelitian
menunjukkan bahwa kesiapan standar menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi di era digital
(Wijaya et al., 2025; Uula & Azzam, 2024).

Dalam perspektif kebijakan, laporan resmi regulator menegaskan bahwa harmonisasi standar
merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi periodik. Standar akuntansi syariah tidak
dipandang sebagai alternatif terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pelaporan keuangan
global. Prinsip syariah memberikan nilai tambah normatif yang memperkaya tujuan transparansi dan
akuntabilitas. Sinergi ini memperkuat legitimasi industri keuangan syariah di tingkat nasional dan
internasional (Salman, 2022; Wani & Dar, 2022).

Harmonisasi standar akuntansi syariah memperoleh justifikasi kuat dari laporan resmi dan
temuan empiris. Integrasi IFRS dan AAOIFI terbukti mendukung transparansi pelaporan keuangan
modern secara lebih komprehensif. Laporan resmi berperan sebagai bukti kebijakan dan praktik,
sementara penelitian terdahulu memberikan landasan analitis. Keterpaduan keduanya menegaskan
bahwa harmonisasi standar merupakan fondasi strategis bagi keberlanjutan dan kredibilitas pelaporan
keuangan syariah.

KESIMPULAN

Harmonisasi standar akuntansi syariah dengan prinsip syariah merupakan kebutuhan strategis
untuk memperkuat transparansi pelaporan keuangan modern. Integrasi IFRS dan AAOIFT tidak sekadar
menjawab tantangan teknis pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, tetapi juga berfungsi menjaga
substansi syariah, kualitas tata kelola, serta integritas informasi keuangan. Bukti empiris dari penelitian
terdahulu dan data dalam laporan resmi regulator menunjukkan bahwa harmonisasi standar
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berkontribusi pada peningkatan kualitas laba, pengendalian risiko, penguatan pengawasan syariah, dan
perluasan akuntabilitas sosial. Sinergi antara kerangka global dan nilai normatif Islam menjadikan
laporan keuangan syariah lebih kredibel, dapat dibandingkan, dan relevan bagi pemangku kepentingan.
Maka, harmonisasi standar akuntansi syariah terbukti menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan,
legitimasi, dan transparansi pelaporan keuangan dalam sistem keuangan modern.
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